
TA]IECUIIG OUGAI IIIIIAS LAtU [IIITAS DA}I AIIGI(UIAII II[41{ RAYA

TIIS t(ERUGIAII II$BAT IGCEIAI$AII

IERIIADAP IGIIDARAAII UTIUiI YAIIG TAII( IAIAII

ABSTR,AK SKR,IPSI

Oloh

TOCHAHAD HARYOI{C,

rn? 2jno||l
rraM ct.7.004.12021.104,,1

HUKUT UMVERSITAS
SURABAYA

t99t

FAKULTAS SURABAYA



IA]IGGUIIG GUGAT DIIIAS lilU TIIIIAS DT}I AIIGI(UIAII IILA]I RATA

TTAS IGRUGIAII AIfiBTI IEGELAINAil

IERHAI|AP I(EilOTRAAII U]TUT YA]IG TAII( IAIAT

ABSTRAK SKR,IPSI

Dirjukan untuk m.longkapl tuger dtn mrmonuhi

salah satu 3yartt untuk menctprl grhr
S!ri.n. l{ulum

Oleh

}IOCHATIAD HARYONO

NRP 28'0111

frflRtrt 87.7.@4.t202t.totaz

FAKULTAS HUKUT UilIYERSITAS SURABAYA
gURABAYA

| 9tt



Surabaya, Oktobor t993

trharllm Yrng bcrrrnekutan

L.
-ffi.s

HOGHAMAD HARYOilO

Pombimbing

llcngtrtahui

Fekultae Hukum

Oaniel Dioko Tarliman, s.H., n.s. " Moedllono, 3.H.

Mrndlane, S.H., M.9.



Setiap pemilik kendaraan umLlm yang dicperasil"'an di

jal.an wajib untuk diuji sebagairnana yang ditentukan oleh

oasal 13 undang-undang Nornor 14 Tahun 19?? (selanjLttnya

disingkat UU Ntr. 14 Tahun 199?) tentang Lalu Lintas dan

Angl.:.utan Jalan Raya. Uj i l'.endaraan tersebut meliputi uj i

tipe dan atau t-tj i berl'laIa! yang PengLtjiannya dilaldukan

oleh instansi yang ditllnjLtk oleh Cit'tbernur '/ Hepa I a Daerah

Ting!:at I yaitl.l Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

( selanj Lrtnya disingkat DLLAJR).

I)engan demil'.ian anteFa Pemilih kEndaraan Ltmum yang

l^raj ib utji dengan pihah DLLAJR terikat dalam suatu perikat-

an. sehingga menimbuLl"an s atLl hewejiban yang dibebankan

kepada masing-masi-ng pihak scrcara bertimbal belik' Hewaji-

ben pihak DLLAJR adalah melakuk'an uji baik uji tipe ataut

Lrji berhala dan Peralatan yang perlu diuji meliputi site'n

peneranganr siBtem kernudi! as dan sltspeneio ban dan peleht

rangha dan bodi! sistean remr ,fiecin transmisi dan lain-lain

yang rnelip|.tti sistem bahan bakar dan sistem keligtrikan

sebagaimana tertuang dalam Feraturan Fe,nerinteh Lalu Lin-

ta$ JaLan Nomor 451 (selanjutnya disingh.at PFL) '

Apatlila setElah dilakl.lkan uji secara berkala dan

dinyatakan lLtlLts Ltji dala,n arti laik jalan, berarti gelama

rnasa tertentLt yaitu enam bulan sebagai batas uraLtu uji

trerk;rlan pemilil.; angkutan umuJn .naupun pengernudinya serta

pengguna jasa angkLttan terjamin keselamatannya asalkan

hendaraan u,n|.rtn tsrseburt digunah,an gesttai dengan peruntltk-



eannya mis''aLnya tidak metebihi batas muatan r tnaupun bata6

kecepatannya.

Dpngan metnahami latar belakang Ltraian di atasn hal

yanq perlLr dipermasalahkan dalam skrj"si ini adalah :

Dapatkah DLLAJR beirtanggungguga t atas heruqian akibat ke-

ceLakaan terhadap kendaraan Lttnum yanq dinyatakan laik

jalan ? Eterdasark'an permasalahan tersebut ,naF.a skripBi ini

saya beri jltdul : "TANGGUNG 6UGAT DINAS LALU LINTAS DAN

ANBI.IUTAN JALAN RAYA ATAS HERUGIAN AT:IBAT I']ECELAI{AAN TERHA-

DAP F]ENDAFAAN UI"IUI'I YANG LAII{ JALAN".

Dalam upaya untt.tk memPeroleh jawaban permaealahan

*ebagaimana di atas dengan benar atau tnendekati kebenaran,

in,eka diperl.lrl..an guatlt penelitian baik rnelal.ui 6tudi hepLls-

tal,.aan mat.rpun pengamatan lapangan di kantor DLLAJR. Dengan

rse l al,.Lrli.an penel itian d.iharapken bisa dihetahui dapat atau

tidak pihak DLLAJR dimintai pertanggungj awaban atas keten-

tnan laih jalan tersebr-tt apabila ternyata kendaraan ,D€rnga-

lami kecelaliaan, padahal masih dalam batas waktu enam bu*

lan dan l;endaraan umum digunahan seguaj- dengan peruntukan-

Felahsanaan peny sl.lnansl,,ripsi saya bagi menjadi ern-

pat tahap yaitLt tahap persiapan penyusunan diperlukan wali-

tLr empat minggu, tahap pengLrmpulan data diperlukan waktu

€rnpst mingglr dan tahap pengolahan serta analisis data di-



perlLlkan diperllth.an wakt E.npat min€Etr-

t'letocle penyusLlnan sl':rip5i, pendekatannya dilal"'ukan

Eecara yuridis normatif mahsudnya pemabahatannya dida5ar-

l.;an atas peraturan perundang-undangan yanq berlau dala'n

herl ini UU No. 14 Tahun 1992 serta peraturan pelaksanaanya

dan Hitab lJndanq-undarig HLtl"u.n perdata (selanjutnya dising-

Lrat KUH Perdata). sumber data berupa data sekunder yang

tErdiri deri bahan huk'u.n Pritner yaitu bahan huhutn yang

bersj-fat mengikat berltpa peratutran perr-rndang-undangan dan

bahan hul',urn €ekl.tndtr yang menjelaskan bahan pritner berupa

1it€ratur maLrp|.(n bahan perkutl iahan.

Prosedr-tr pengumpulan data dilal"ukan dengan cara

membaca. mempelajari, mengidentifihasir kemudian dil"las1-

f iliasikan, sehinqqa diperoleh data yang ada relevantinya

dengan magalah yang dibahas' Ssdanghan pengolahan data

di lakr-tkan secara dedr-rl"tif naksudnya bertolak deri tanggung

jawat! DLLAJR gecara umltrn disimpulkan rnenjadi khusus yaitu

tanggl-rr'lg jawab DLLAJF.tprhadaP kendaraan utnum yanE laik

jaIan. Selajr-rtnya d j.analigis EiecBra kualitatif mahsudnya

menganalisis guatu perrnasalahan didasarkan ates pemil"iran

yang logis dan bernalar dengan tnenelaah sietematika pera-

tLlran perundang-undangan ! gehingga diperoleh data yang

bergifat deskriPtif analasis,

Dari pol",oh hasil penelitian dihetahui bahwa dalam



upaya mempeiroLeh penjeladan upaya metnperoleh penjelasan

masalah p€r tangqungj awaban penggantian kerugian, maka yang

perlr-t dil..etahui adalah hubltnqan hukr-rm yang tnenqi'kat kedua

belah pihak tersebut. Hr-rlungan hukum disebut juga dengah

periltatan. perikatan itu eendirl dapat lahir l"arena per-

janjian d*n dapat tahir l';arena undang-undanq' FerikatBn

yarrg lahir l,'arena perjanj ian metnpunyai koneel:uenti apabile

salah satu pihak tidak memenuhi prestasi', memenuhi tetapi

terlambat atau memenlthi tetapi tidak seguai dengan yanq

di j an j ihan. nal,:a dapat dikatekan telah rnelakukan ingkar

janji atal.t wanprestasi. Piheh yang dirugj'kan ahibet adanya

wanpre::tagi ini rnempunyai hak untl(h menEajukan Eugatan

perrggant j.an kert-tgian berupa biaya ' rr-tgi dan bungan seba-

gaimana ditentul'.an pasal 1139 dan 1?45 KUH Perdata'

. Sedanghan perif.atan yang dilahirlian karena Ltndang-

Ltndang rnernpunyai konsekuensi apabila melakukan Perbuatan

yang anernenL{hi Ltnsur-Ltnsur perbutatan mel awan hu}:um dapat

dikatal,.an telah ,nelaLukan perbuatan melangqar hukurn seba-

gairnana ditentr-than dalarn pasaI 1365 l:UH Perdata yang ber-

al.,ib;rt dapat digugat penggantian herugian atag dasar per-

blratan nelauran hlthum. Adapun unsur-Llnsur perbuatan melang-

gar hukurn adalah harlrs ada perbltatan yang melanggar hukumt

acJanya Lesalaharlr timbulnya sLtatLt ksrugian serta adanya

hlrbungan sebab akibat antara Ferbuatan dengan keFugian'

Eerdasarkan pembahagan di atas dapat disimpulk'an



bahwa h|.rbLtngan huF.un yang terjadi antara pihak Pemllik

angLLrtan dengan Pihah DLLAJR atag dasar perikatan yang Ia-

hir karena persetujuan. Hal ini nampak dari ketlajiban yang

ditlebanl',an hePada pihah DLLAJR yaitu melakuhan uj i ldenda-

ra;(r'l LrrnLrrn darl bertanggungi awab ata6 hasi I uj i laik j alan

yang tlersangklttan. Sebagaimana digebutkan bahi''re pihah

DLLAJR berkewajiban untuk tnelakukan uji berkgla terhadap

l,;endaraan LtmLlm. sehingga apabila menyatakan bahwa kenda-

raan laik jalan, narnun kenyataan hendaraan mengalami liece-

Lakaan dan berdasarkan hasil pemerikgaan dihetahLtt behwa

l',endaraan ti-dah laik jalan padahal pemilik angkutan telah

rnengglrnal.annya €esuai dengan PeruntLtkannya dan rnasa ber-

lakr-r urj i berkala belutn habi6, mal'"a dapat dikatakan pihak

DLLAJF telah melakukan inghar janji atau t4anprestasi yaitu

.nelahulian hewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diten-

tukan.


